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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ilir Barat I, menganalisis tingkat efisiensi 

dan tingkat efektifitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta 

pengaruh Jumlah Bangunan, Tarif, dan Luas Tanah terhadap penerimaan 

retribusi IMB di Kecamatan Ilir Barat I. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan 

model regresi linear berganda. Penelitian ini terbatas pada lingkup Kecamatan 

Ilir Barat I, dan data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian didapatkan temuan potensi 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Ilir Barat I belum 

optimal. Tingkat efisiensi dan efektifitas Retribusi IMB selama periode 1996- 

2005 bila diukur dengan kinerja keuangan berada pada kriteria di bawah 

efisien dan kriteria cukup efektif. Hasil estimasi menunjukkan R2 sebesar 0,995 

yang berarti bahwa 99,5 persen kemampuan dari Jumlah Bangunan,Tarif, dan 

Luas Tanah mampu menjelaskan perubahan tingkat Penerimaan Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ilir Barat I. Dari hasil uji Statistik Jumlah 

Bangunan dan Tarif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Kata kunci: potensi, efisiensi, efektifitas.
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ABSTRACT

This research is intend to analyze potency of retribution Izin Mendirikan 

Bangunan, efficiency, efectiveness, and so the influence Number of Building, 

Tarilf, and Size of Land to Revenue of Izin Mendirikan Bangunan on 

Kecamatan Ilir Barat I. This research using qualitative descriptive and 

quantitative analyze with the linear multiple regression models. The area of 

observation including of Kecamatan Ilir Barat I and the Information of this 

research came from secondary data. This research has result that the potency of 

Izin Mendirikan Bangunan on Kecamatan Ilir Barat I did not optimize yet. 

Efficiency and efectiveness of Retribution Izin Mendirikan Bangunan from 1996 

until 2005 according to indicator of linancial perform shown that the criteria 

under cfficient and did not efective yet. The estimation result shows that R2 (R 

Square) is 0,995 that means 99,5 percent of number of building, Tariff, and Size 

of Land can explaine change the revenue of Retribution Izin Mendirikan 

Bangunan on Kecamatan Ilir Barat I. Mean while, from the result statistic test, 

Number of Building and Tarilf have significant influence to the revenue of Izin 

Mendirikan Bangunan on Kecamatan Ilir Barat I.

Keyword : potency, efficiency, effectiveness.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah 

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat 

menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan yang 

dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dan pemberian otonomi adalah 

untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana 

dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran 

serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan 

sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin 

baik. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggunga 

jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, 

yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, 

kewengan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah 

yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan 

kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan

1
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Pendapatan Asli Daerah <PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD 

yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan 

ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. 

Sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian 

disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka 

setiap daerah berhak untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri 

dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. 

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai salah satu bagian dari pembangunan 

nasional dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam kewenangan 

daerah. Kewenangan daerah merupakan wewenang yang dimiliki pemerintahan 

daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU No. 32 

Tahun 2004 ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam UU tersebut 

kewenangan daerah terbagi menjadi kewenangan pemerintah daerah dan provinsi 

(pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004) dan kewenangan pemerintah daerah untuk

sesuai

kabupaten/kota (pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004).

Pada UU No. 33 Tahun 2004 pada pasal 2 ayat (1) tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan :

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
merupakan bagian pengaturan yang tidak, terpisahkan dari sistem Keuangan 
Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan 
pemerintahan yang diserahkan, 'dilimpahkan, dan ditugasbantukan kepada 
Daerah.

i
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Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada 

Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function yang mengandung 

makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban 

dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan-pendapatan yang termasuk 

dalam pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain- 

lain pendapatan, sedangkan yang termasuk dalam pembiayaan adalah sisa lebih 

perhitungan daerah, penerimaan pinjaman daerah, dan cadangan daerah dan hasil 

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan untuk daerah itu 

sendiri. Sumber-sumber bagi peningkatan (PAD) perlu untuk tenis digali dan 

ditingkatkan agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terus 

berlangsung. Kota Palembang juga perlu secara terus-menerus meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) dan secara berkesinambungan mengelola potensi- 

potensi seluruh sumber daya yang ada untuk keberlangsungan kegiatan pemerintahan 

dan pembangunan perekonomian di kota Palembang.

-
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Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 

yang penting guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 

menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka untuk selanjutnya hanya 

retribusi daerah yang akan dibahas lebih mendalam untuk mengetahui sejauh 

kapasitas retribusi daerah khususnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Bambang, 2003 : 88).

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tantang Pajak dan Retribusi Daerah yang 

kemudian dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

I. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum terdiri dari ; retribusi 

pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahamTebersihan, retribusi 

penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil, 

retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir 

di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan 

bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian 

biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, retribusi pengujian kapal 

perikanan, dan retribusi pelayanan air bersih.

mana

I

1



5

2. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari , 

retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi 

tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi 

tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi 

rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal retribusi tempat 

rekreasi dan olah raga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan 

limbah cair, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari ; Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), retribusi izin tempat penjualan minuman 

beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi • izin trayek, retribusi izin 

penggunaan tanah, dan retribusi izin pengambilan hasil hutan.

Dari tiga golongan retribusi diatas, yang menjadi bahasan utama dalam tulisan ini 

adalah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ada di Kota 

Palembang khususnya di Kecamatan Ilir Barat I. Pemilihan jenis Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) didasarkan pada pesatnya pembangunan fisik seiring

*

V

1
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i

dengan berkembangnya perekonomian dan peningkatan jumlah penduduk di kota 

Palembang, hal ini merupakan salah satu potensi retribusi yang potensial bagi 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai salah satu komponen dari 

retribusi daerah dan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan (1MB) mempunyai potensi yang cukup besar bagi penerimaan 

daerah, terutama yang berkaitan dengan pendirian bangunan baik berupa bangunan 

tempat tinggal, ruko, dan bangunan-bangunan lainnya. Pemilihan wilayah Kecamatan 

Ilir Barat 1 didasarkan atas pesatnya pertumbuhan pendirian bangunan di kecamatan 

ini dibandingkan wilayah-wilayah kecamatan lainnya di kota Palembang, dan dari 

survei penulis diketahui bahwa masih banyak bangunan-bangunan yang belum 

memiliki atau mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kecamatan ini. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan

membahas permasalahan dengan topik : “ANALISIS POTENSI RETRIBUSI IZIN
;

MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KECAMATAN ILIR BARAT I

PALEMBANG ”

f

y
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan 

yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ?

2. Berapa besar tingkat efisiensi dan efektifitas Retribusi IMB di Kota Palembang ?

3. Bagaimana pengaruh jumlah bangunan, tarif dan luas tanah terhadap penerimaan 

Retribusi IMB di Kota Palembang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

]. Untuk mengetahui potensi Retribusi IMB di kota Palembang khususnya di

Kecamatan Ilir Barat I.

2. Menganalisis tingkat efisiensi dan efektifitas Retribusi IMB di Kota Palembang.

3. Menganalisis pengaruh jumlah bangunan, tarif dan luas tanah terhadap

penerimaan Retribusi IMB di Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain ; sebagai alat 

pengembangan ilmu ekonomi keuangan daerah yang berkaitan dengan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi IMB, bagi Kecamatan Ilir 

Barat I dapat dijadikan landasan dalam penyusunan kebijaksanaan mengenai 

Retribusi 1MB, dan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
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1.5. Landasan Teori

1.5.1. Definisi Retribusi

Menurut Soedargo (1992 : 6) retribusi adalah pungutan daerah kepada 

perseorangan atau badan hukum sebagai imbal balik (kontraprestasi) karena yang 

bersangkutan menerima balas jasa atau pemakaian fasilitas yang disediakan oleh 

pemerintah daerah.

Menurut Suparmoko (2000 : 96) retribusi adalah suatu pungutan sebagai 

pembayaran atas jasa dengan perizinan tertentu yang disediakan oleh Pemerintah 

daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Munawir (1992 : 6) retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang 

dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan ini 

bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, 

tidak dikenakan iuran itu.

Menurut Davey (1988 : 30) retribusi adalah pungutan yang dibayar langsung 

oleh mereka yang menikmati secara langsung suatu pelayanan dan biasanya 

dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanan. Perbedaan 

di dalam tingkat penyediaan, penerimaan relatif, kemudahan pemungutan dan 

kebutuhan untuk menguji atau mendisiplinkan konsumen utama seluruhnya 

merupakan sifat atau tradisi suatu alat pemerataan retribusi untuk tujuan-tujuan 

dimana untuk ini ada keinginan politis dan tidak ada alternatif fiskal yang cocok.

Menurut Kaho (1982 : 36) retribusi adalah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah, sebab hampir semua retribusi daerah dapat dipungut, selain itu
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retribusi daerah mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan pajak daerah, 

keunggulan tersebut antara lain :

1. Lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum diusahakan oleh 

pemerintah pusat atau daerah tingkat 1J, jadi lapangan pajak sama sekali tidak 

boleh diusahakan atau dipungut oleh dua atau lebih instansi, sedangkan 

pungutan retribusi boleh jadi kekembaran retribusi atau retribusi yang telah 

dipungut dan boleh dipungut lagi oleh instansi lain.

2. Pemungutan retribusi tidak ada paksaan seperti halnya pajak, tetapi pada 

pemberian pajak yang disediakan.

3. Retribusi berlaku bagi siapa saja yang menikmati jasa pemerintah daerah, 

tidak peduli anak-anak atau orang dewasa harus membayar retribusi.

4. Pemungutan retribusi dapat berulang kali dilakukan sepanjang objek tersebut 

berulang kali pula menikmati jasa pemerintah daerah. .

Dalam penelitian ini definisi yang digunakan adalah retribusi menurut definisi

Soedargo yang menyatakan bahwa retribusi adalah pungutan daerah kepada

perseorangan atau badan hukum sebagai imbal balik (kontraprestasi) karena yang 

bersangkutan menerima balas jasa atau pemakaian fasilitas yang disediakan oleh 

pemerintah daerah. I

1.5.2. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi

Dasar hukum pemungutan retribusi daerah ditentukan oleh Undang-Undang 

No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang kemudian dirubah dengan

V
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Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 

tentang retribusi daerah serta Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 20 

Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB). Retribusi 

merupakan pungutan uang sebagai pembayaran, pemakaian, atau karena memperoleh 

jasa yang diberikan pemerintah baik yang berkepentingan atau karena jasa yang 

diberikan berdasarkan peraturan umum yang diterapkan oleh pemerintah 

(Suparmoko, 2000 : 85). Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha 

Milik Daerah tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan Badan 

Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila Badan Usaha Milik Daerah memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang 

diberikan oleh Pemerintah daerah wajib membayar retribusi. Tidak semua jasa yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis 

jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai 

objek retribusi. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 dijelaskan bahwa retribusi 

berdasarkan objek dan golongannya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa 

Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. Peraturan Daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut dan sekurang- 

kurangnya mengatur ketentuan mengenai : nama, objek, dan subjek retribusi, 

golongan retribusi,cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan,prinsip 

yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi. Peraturan Daerah 

harus mencantumkan jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi.
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Untuk jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum, 

Peraturan Daerah harus mencantumkan prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif 

retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan,tata cara 

pemungutan, termasuk mengatur ketentuan pembayaran, angsuran, dan penundaan 

pembayaran, selanjutnya sanksi administrasi, tata cara penagihan, dan tanggal mulai 

berlakunya retribusi. Peraturan Daerah No. 20 Tahun 1998 tentang retribusi dapat 

mengatur ketentuan mengenai : 

a. Masa retribusi.

b. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atau 

pokok retribusi dan/atau sanksinya. Pengurangan dan keringanan dikaitkan

dengan kemampuan Wajib Retribusi, misalnya dalam retribusi tempat rekreasi,

pengurangan dan keringanan diberikan untuk orang jompo, orang cacat, dan anak

sekolah. Pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi Objek Retribusi, misalnya

pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam, 

c. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa.

Peraturan Daerah untuk jenis-jenis retribusi yang tergolong dalam Retribusi 

Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum 

ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang partisipatif, 

akuntabel, dan transparan. Yang dimaksud masyarakat dalam hal ini, antara lain 

adalah Asosiasi-Asosiasi di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 

Perguruan Tinggi. Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah disampaikan kepada 

Pemerintah paling lama 15 hari setelah ditetapkan. Penetapan jangka waktu 15 hari
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telah mempertimbangkan administrasi. Bila Peraturan Daerah bertentangan dengan 

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah tersebut. Pembatalan Peraturan 

Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak dapat 

mengajukan restitusi kepada Pemerintah daerah yang bersangkutan. Pembatalan 

Perda tersebut dilakukan paling lama satu bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah 

tersebut. Penetapan jangka waktu satu bulan dalam hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan Peraturan Daerah 

tersebut.

Yang termasuk golongan dan jenis retribusi daerah yaitu :

a. Yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah:

Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.

b. Yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah : retribusi selain yang ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah.

1.5.3. Fungsi Retribusi

Menurut Komri (1993 :45) retribusi daerah mempunyai fungsi yaitu :

1. Penerimaan

Fungsi penerimaan artinya retribusi dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan 

dana bagi pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan 

jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayar retribusi.
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2. Pengatur

Fungsi pengatur artinya pungutan retribusi dipakai sebagai alat atau perangkat 

untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, misalnya retribusi

perizinan dan sebagainya.

1.5.4. Syarat Pemungutan Retribusi

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi seharusnya dilaksanakan secara 

proporsional pemungutan retribusi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut,

yaitu (Nasution, 1964 : 96) :

1. Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuk atau

pengangkutan barang ke dalam atau keluar daerah. Ketentuan ini maksudnya

bahwa pemungutan retribusi jangan sampai memberatkan biaya atau beban

barang yang akan masuk atau keluar daerah pemungutan retribusi.

2. Dalam peraturan retribusi daerah tidak diadakan perbedaan atau keistimewaan

yang menguntungkan perseorangan. Ketentuan ini maksudnya adalah pungutan 

retribusi hendaknya netral terhadap perseorangan, golongan, atau keagamaan.

3. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi seharusnya dilaksanakan secara 

proporsional.

Menurut Davey (1988 : 148) retribusi di dalamnya mengandung berbagai 

penilaian, yaitu : Pertama, penilaian kecukupan, pengenaan retribusi yang bervariasi 

sehingga lebih berorientasi pada kecukupan biaya pelayanan yang diberikan biasanya 

mengabaikan kontribusinya kepada penerimaan pemerintah daerah. Kedua, penilaian
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keadilan, dalam pemungutan harus bersifat seadil mungkin, misalnya pengenaan tarif 

yang berbeda atas dasar kelas-kelas pemakai tertentu. Ketiga, penilaian kemampuan 

administrasi. Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut karena 

pertanggung jawabannya di dasarkan atas konsumsi yang dapat diukur, mudah 

dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Keempat, 

penilaian kesepakatan politik, perlu adanya kesepakatan politik antara pemerintah 

daerah dan DPRD dalam setiap upaya peningkatan retribusi.

Menurut Musgrave (1991 :235) pemungutan retribusi daerah harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut:

Syarat Keadilan.

Pemungutan retribusi harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai 

keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil 

dalam penmdang-undangan diantaranya mengenakan retribusi secara umum 

dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan 

adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberi hak bagi wajib

1)

retribusi untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran retribusi.

2) Syarat Yuridis.

Pemungutan retribusi harus didasarkan pada undang-undang, hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara 

maupun bagi warganya.
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3) Syarat Ekonomis.

Pemungutan

kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.

4) Syarat Finansial.

Pemungutan retribusi harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter dalam 

artian biaya pemungutan retribusi harus ditekan sehingga jangan sampai 

memberatkan wajib retribusi.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB) termasuk di dalam Retribusi Perizinan 

Tertentu. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pemberian izin untuk mendirikan 

suatu bangunan. Termasuk di dalam pemberian izin itu adalah kegiatan peninjauan 

desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan 

teknis bangunan dan Rencana Tata Ruang yang meliputi pemeriksaan dalam 

rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut 

(Suparmoko, 2002 : 93). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB) berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 20 Tahun 1998 tentang Retribusi izin 

Mendirikan Bangunan (RIMB) adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin 

mendirikan bangunan yang ditetapkan oleb walikota Palembang. Berdasarkan 

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 20 Tahun 1998 tentang Retribusi 

izin Mendirikan Bangunan (RIMB) dalam kota Palembang dari berbagai jenis yaitu 

Izin Mendirikan Bangunan (1MB), Izin Mendirikan Pagar, Izin Bangunan Teras

retribusi tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada

rencana
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Tertutup dan Terbuka, Izin Berdandan/Perbaikan Bangunan, Izin Merubah Bangunan, 

Surat Balik Nama Mendirikan Bangunan, Izin Perpanjangan Mendirikan Bangunan, 

Surat Keterangan Rencana Kota, Papan Proyek dan Plat Nomor 1MB.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan agar 

pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB) tersebut dapat berjalan 

dengan baik, lancar, dan optimal sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal pungutan 

ini ada 2 (dua) yang harus diperhatikan yaitu, pertama prinsip kemampuan membayar 

yang diukur dengan pendapatan, pengeluaran konsumsi, dan kekayaan. Kedua prinsip 

kemudahan, dalam pemungutan retribusi/pajak ada beberapa kemudahan yang harus 

diperhatikan yaitu pemungutan harus ditentukan secara tepat, distribusi beban 

retribusi/pajak harus adil, administrasi retribusi/pajak harus sederhana, beban 

retribusi/pajak harus serendah mungkin (Musgrave, 1991 : 230).

1.5.5. Manfaat Retribusi

Beberapa manfaat dari retribusi dan pajak (Nasution,1964 : 82) :

1. Mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring 

dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor 

produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

2. Efisiensi ekonomi, pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau setidaknya 

tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam 

kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan 

produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung.
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dengan mengurangikemandirian ekonomi3. Mendorong terciplanya

ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah diatasnva

(pemerintah pusat).

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian Rusli Nawi (2002) menyatakan bahwa modal dan retribusi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima 

di kota Palembang. Hal ini berarti bahwa modal dan retribusi mempunyai peran yang 

penting dalam menentukan besar kecilnya pendapatan pedagang kaki lima. 

Sedangkan modal, sewa, dan biaya mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap pendapatan pedagang yang mempunyai petak atau kios. Akan tetapi retribusi 

kebersihan dan keamanan dan pengeluaran lainnya tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pedagang yang mempunyai petak atau kios.

Penelitian Syafri Daud (2001) mengatakan bahwa rata-rata kontribusi pajak 

hotel dan restoran terhadap pajak daerah selama lima tahun (1996-2001) adalah 

sebesar 0,18 % sedangkan efektifitas pajak hotel dan restoran di kabupaten Kendari 

sebesar 3,80 % ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran

tersebut tidak efektif. Efisiensi pengelolaan pajak hotel dan restoran yaitu sebesar 96,

13 hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaannya tidak efisien.

Penelitian Lupi Megawati (2005) menyatakan kontribusi retribusi pasar

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang sejak tahun 1993 

cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Walaupun pada tahun 2000
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1999.mengalami peningkatan yang tidak begitu besar dibandingkan dengan tabun 

Tetapi kurun waktu tiga tahun terakhir 2001-2003 kontribusi retribusi pasar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami penurunan yaitu sebesar 4,0 %, hal 

ini disebabkan oleh karena terjadinya peningkatan dalam PAD yang cukup besar dari 

sektor/sumber lain tetapi tidak diiringi dengan peningkatan retribusi pasar.

1.7. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori, dan 

penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis :

1. Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum dimanfaatkan dengan

maksimal.

2. Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (1MB) di Kota Palembang

belum efektif dan efisien.

3. Jumlah bangunan, tarif dan luas tanah berpengaruh signifikan terhadap kapasitas

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palembang.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup daerah Palembang khususnya di

Kecamatan Ilir Barat I. Penelitian difokuskan pada jenis Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) di wilayah Kecamatan Ilir Barat I dan faktor-faktor lain yang 

berkaitan yang dikaji dalam penelitian ini.
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1.8.2. Sumber Data dan Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis data sekunder yang 

diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Badan Pusat Statistik 

(BPS) Sumatera Selatan, Dinas Pertanahan dan Dinas Tata Kota Palembang, 

Kecamatan Ilir Barat I, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan tulisan 

ini. Data-data tersebut meliputi data tentang Jumlah Bangunan, Tarif dan Luas Tanah, 

yang kesemuanya dalam rentang waktu dari tahun 1996-2005.

1.8.3. Teknik Analisis

Dalam membahas permasalahan yang ada, penulis menggunakan analisis 

kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Ananlisis kualitatif deskriptif digunakan untuk 

menjelaskan angka-angka baik dari hasil perhitungan maupun dari data-data yang 

ada. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan perhitungan atas data yang

tersedia. Dalam analisis ini digunakan model-model sebagai berikut:

Analisis Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Untuk menghitung potensi retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat

digunakan formulasi sebagai berikut:

Potensi Penerimaan
Potensi R1MB = X 100 %

Target

Potensi Penerimaan = Realisasi R1MB - Target RIMB
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Untuk mengukur potensi dari retribusi IMB adalah bila hasil dari perhitungan 

menunjukkan angka negatif, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa potensi yang 

ada belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, apabila hasil dari perhitungan 

menunjukkan hasil yang positip dan mendekati 100 %, maka potensi yang ada dapat 

dimanfaatkan dengan maksimal.

Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(RIMB)

Analisis ini menyangkut objek dan subjek Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan. Efisiensi merupakan suatu rasio antara Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan dengan realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Batasan 

efisiensi adalah 100 %, semakin besar hasil atau mendekati 100 % maka semakin

tidak efisien.

Biaya Pemungutan Izin Mendirikan Bangunan
X 100 %Efisiensi =-

Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Kriteria efisien didasarkan penilaian dan kinerja keuangan seperti yang terdapat

dalam Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1997 yang disusun dalam tabel berikut

mi.



21

Tabel 1.1
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

KriteriaPersentase Kinerja Keuangan

Tidak efisien
Kurang efisien 
Cukup Efisien 

Efisien
Sangat Efisien

100 % ke atas 
90-100% 
80-90 % 
60-80 % 

di bawah 60 %
Sumber : (Medi, 1996 : 77)

Efektifitas adalah rasio antara realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan dengan target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Batasan efektif adalah

100 % ke atas atau mendekati 100 % maka semakin efektif. Bila ditulis dalam

persamaan dapat dirumuskan sebagai berikut (Kirana Jaya, 1996 : 14). :

Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Efektifitas X 100%

Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Apabila persentase kineija keuangan diatas 100 % kriterianya adalah sangat efektif,

90-100 % efektif, 80-90 %. cukup efektif, 60-80 % kurang efektif, kurang dari 60 %

tidak efektif. Untuk lebih jelasnya nilai efektifitas diukur dengan kriteria penilaian
■> E >

ygg/
■ ^STAm*

kineija keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini. s
\
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Tabel 1.2
Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

KriteriaPersentase Kinerja Keuangan

Sangat Efektif 
Efektif 

Cukup Efektif 
Kurang Efektif 
Tidak Efektif

100 % ke atas 
90-100 % 
80-90 % 
60-80 % 

di bawah 60 %

Sumber : (Medi, 1996 : 77)

Analisis Pengaruh Jumlah Bangunan, Tarif dan Luas Tanah Terhadap Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan (1MB)

Untuk melihat pengaruh jumlah bangunan, tarif dan penggunaan luas tanah

terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digunakan model regresi linear

berganda yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Y — a + PiXi + P2^2 +£3X3+ e

Dimana :

Y = Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
Xj = Jumlah Bangunan 
X2 = Tarif (Rp)
X3 = Luas Tanah (m2) 
a = Konstanta 
P = Parameter 
e = Standar Error
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1.8.4. Batasan Variabel Operasional

Batasan variabel operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diterima daerah dari 

berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan 

daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun 

pembangunan.

2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin 

yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan.

3. Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah kekuatan yang ada di 

Kecamatan Ilir Barat J untuk menghasilkan sejumlah penerimaan daerah dari

retribusi IMB.

4. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Undang-Undang

diwajibkan untuk membayar retribusi.

5. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RJLMB) adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atau pemberian izin mendirikan suatu bangunan yang diatur dalam

Undang-Undang.

6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap

pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang 

diusahakan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang.

7. Efisiensi adalah upaya pengunaan input seminimal mungkin untuk menghasilkan 

output semaksimal mungkin dengan melihat rasio perbandingan antara biaya 

pemungutan IMB dan realisasi penerimaan retribusi IMB.
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8. Efektifitas adalah sejauh mana tujuan yang dicapai dengan biaya yang digunakan 

dengan melihat rasio antara realisasi penerimaan retribusi IMB dengan target

retribusi IMB.

9. Biaya Pemungutan IMB adalah seluruh biaya/beban yang dikeluarkan oleh subjek 

retribusi selaku badan/orang yang bertugas memungut retribusi IMB dari wajib

retribusi.

10. Realisasi Penerimaan Retribusi IMB adalah pendapatan yang diterima daerah dari

wajib retribusi dalam pengurusan IMB.

11. Target Retribusi IMB adalah proyeksi/target pendapatan yang diterima oleh

daerah dari retribusi IMB.

12. Jumlah Bangunan adalah banyaknya bangunan yang didirikan oleh orang/badan

yang mempunyai IMB.

13. Luas Tanah adalah ukuran tanah yang digunakan untuk bangunan sesuai dengan 

obyek retribusi yang diatur dalam Undang-Undang.

14. Tarif adalah nilai dari objek retribusi yang dikenakan pungutan yang diatur dalam 

Undang-Undang.
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